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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Bank Syariah 

2.1.1.1. Pengertian Bank Syariah 

Kata bank dari kata Banque dalam bahasa Prancis, 

dan dari Banco dalam bahasa Itali, yang berarti peti atau 

lemari atau bangku.1 Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup orang banyak.2 

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah 

adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi 

disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.3 

 

                                                
1 Heri Sudarsono, Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi, 

Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hal 27 
2 UU nomer 10 tahun 1998 tentang perbankan 
3 Op,. Cit, Heri Sudarsono, hal 27 



 

 

2.1.1.2. Hukum Bunga Bank 

Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). 

Adapun menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan 

dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa 

pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum 

terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah 

pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli 

maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan 

dengan prinsip muamalah dalam Islam.4 Mengenai hal itu, 

Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya: 
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu.” (An-Nisa’: 29) 

Hampir semua majelis fatwa ormas Islam 

berpengaruh di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan 

Nahdlatul Ulama, telah membahas masalah riba. 

Pembahasan itu sebagai bagian dari kepedulian ormas-

ormas Islam tersebut terhadap berbagai masalah yang 

berkembang di tengah umatnya. Untuk itu, kedua organisasi 

                                                
4 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001, hal 37 



 

 

tersebut memiliki lembaga ijtihad, yaitu Majelis Tarjih 

Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masa’il Nahdlatul 

Ulama. Berikut ini adalah cuplikan dari keputusan-

keputusan kedua lembaga ijtihad tersebut yang berkaitan 

dengan riba dan pembungaan uang:5 

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah 

Majelis tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan: 

a. Riba hukumnya haram dengan nash sharih Al-

Qur’an dan As-Sunnah. 

b. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan 

bank tanpa riba hukumnya halal. 

c. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara 

kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang 

selama ini berlaku, termasuk perkara musytabihat 

(dianggap meragukan). 

d. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk 

mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem 

perekonomian, khususnya lembaga perbankan, 

yang sesuai dengan kaidah Islam. 

2. Lajnah Bahsul Masa’il Nahdlatul Ulama 

                                                
5 Ibid, hal 61 



 

 

Mengenai bank dan pembungaan uang, Lajnah 

memutuskan hukum bank dan hukum bunganya sama 

seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat ulama 

sehubungan dengan masalah ini: 

a. Haram, sebab termasuk utang yang di pungut rente. 

b. Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, 

sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu 

saja dijadikan syarat. 

c. Syubhat, (tidak tentu halal haramnya), sebab para 

ahli hukum berselisih pendapat tentangnya. 

Adapun menurut fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang 

bunga adalah sebagai berikut:6 

a. Praktek pembungaan uang saat ini  telah memenuhi 

kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah 

Saw, yakni riba nasi’ah. Dengan demikian, praktek 

pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk 

riba, dan riba haram hukumnya. 

b. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah 

haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar 

modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan 

lainnya maupun dilakukan oleh individu. 

                                                
6 Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 



 

 

2.1.2. Manajemen Likuiditas 

2.1.2.1. Pengertian Manajemen Likuiditas 

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya 

mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur 

berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu.7 

Menurut Malayu S.P Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan 

seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia 

dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu.8 

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus 

dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Sesuatu 

tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan 

prinsip utama dalam ajaran Islam. Rasulullah saw. bersabda 

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Thabrani:9 

  اََ�ُ�ُ�ُ� اْ�َ�َ�َ� انَْ 
ُْ��ِ�َ�ُ اَ�ِ�َ� انَِّ اللهَّ 
ُِ��ُّ اذَِ 

“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika 
melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara Itqan 
(tepat, terarah, jelas, dan tuntas).” (HR Thabrani) 

 

 

                                                
7 Malayu S.P Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah, Jakarta: Bumi 

Aksara, 2007, hal. 1 
8 Ibid, hal 2 
9 Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah Dalam Praktik, Jakarta: 

Gema Insani Press, 2003, hal 1 



 

 

Adapun pengertian likuiditas adalah sebagai berikut: 

1. Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, likuiditas 

adalah kemampuan manajemen bank dalam 

menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi 

kewajibannya setiap saat.10 

2. Malayu S.P Hasibuan berpendapat, likuiditas bank 

adalah kemampuan bank untuk membayar semua utang 

jangka pendeknya dengan alat-alat likuid yang 

dikuasainya.11 

3. Herman Darmawi mengatakan, likuiditas adalah suatu 

keadaan yang berhubungan dengan persediaan uang 

tunai dan alat-alat likuid lainnya yang dikuasai bank 

yang bersangkutan.12 

4. Oliver G. Wood menjelaskan, likuiditas adalah 

kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan 

dana oleh nasabah deposan, kewajiban yang telah jatuh 

tempo, dan memenuhi permintaan kredit tanpa ada 

penundaan.13 

                                                
10 Op,. Cit, Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, hal 548 
11 Malayu S.P Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hal 94 
12 Herman Darmawi, Manajemen Perbankan, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hal 59 
13 Op,. Cit, Dahlan Siamat, hal 336 



 

 

Sedangkan pengertian manajemen likuiditas 

menurut beberapa sumber:14 

1. Duane B. Graddy,  manajemen likuiditas melibatkan 

perkiraan permintaan dana oleh masyarakat dan 

penyediaan cadangan untuk memenuhi semua 

kebutuhan. 

2. Oliver G. Wood, manajemen likuiditas melibatkan 

perkiraan kebutuhan dan penyediaan kas secara terus 

menerus, baik kebutuhan jangka pendek atau musiman 

maupun kebutuhan jangka panjang. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

manajemen likuiditas adalah kemampuan bank untuk 

memperkirakan permintaan dana oleh masyarakat dan 

penyediaan kas secara terus menerus untuk memenuhi 

semua kebutuhan. 

2.1.2.2. Instrumen Likuiditas Bank Syariah 

1. Giro Wajib Minimum 

Giro wajib mimimum adalah simpanan 

minimum bank umum dalam giro pada Bank Indonesia 

yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia 

bersdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga. 

                                                
14 Ibid, hal 336 



 

 

Giro wajib mimimum ini merupakan kewajiban bank 

dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip kehati-

hatian bank dan berperan pula sebagai instrumen 

moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar.15 

Bank konvensional yang memiliki Unit Usaha 

Syariah (UUS) wajib memelihara dua rekening giro 

rupiah, masing-masing satu rekening untuk kantor 

pusat bank dan satu rekening untuk UUS. Bagi bank 

konvensional yang berstatus bank devisa dan memiliki 

UUS, maka selain diwajibkan memelihara dua rekening 

giro dalam rupiah tersebut, wajib pula memelihara dua 

rekening giro dalam valuta asing (Dolar Amerika 

Serikat) di kantor Pusat Bank Indonesia. Kedua 

rekening giro valuta asing tersebut masing-masing satu 

rekening untuk kantor pusat bank dan satu rekening 

untuk kantor pusat bank dan satu rekening untuk 

UUS.16 

2. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) 

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia adalah 

sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti 

penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip 

                                                
15 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, hal 322 
16 Ibid, 323 



 

 

Wadiah. SWBI tersebut merupakan piranti moneter 

yang sesuai dengan prinsip syariah yang diciptakan 

dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter. Bank 

Indonesia selaku Bank Sentral boleh menerbitkan 

instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang 

dinamakan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) 

dan dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk 

mengatasi kelebihan likuiditasnya.17 

Bank Indonesia dapat menerima penitipan dana 

dari bank atau UUS dengan menggunakan prinsip 

wadiah. Sebagai bukti penitipan dana dimaksud, Bank 

Indonesia menerbitkan SWBI. Bank Indonesia dapat 

memberikan bonus atau penitipan dana dimaksud yang 

diperhitungkan pada saat jatuh tempo. Jumlah dana 

yang dapat dititipkan dimaksud sekurang-kurangnya 

Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hanya dapat 

dilakukan dalam kelipatan Rp. 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah). Jangka waktu penitipan dana 

ditetapkan 1 (satu) minggu, 2 (dua) minggu, dan 1 

(satu) bulan yang dinyatakan dalam hari. Dalam SWBI 

tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali 

dalam bentuk pemberian (‘athaya) yang bersifat 

                                                
17 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, 

hal 170 



 

 

sukarela dari pihak Bank Indonesia, dan SWBI tidak 

boleh diperjual-belikan.18 

3. Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah 

(PUAS) 

Piranti yang digunakan dalam PUAS adalah 

sertifikat IMA. Sertifikat ini digunakan sebagai sarana 

investasi bagi bank yang kelebihan dana untuk 

mendapatkan keuntungan dan di lain pihak untuk 

mendapatkan dana jangka pendek bagi bank syariah 

yang mengalami kekurangan dana. Penerbitan sertifikat 

IMA sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a. Mencantumkan: 

1) Kata-kata “Sertifikat Investasi Mudharabah 

Antarbank”. 

2) Tempat dan tanggal penerbitan sertifikat IMA. 

3) Nomor seri sertifikat IMA. 

4) Nilai nominal investasi. 

5) Nisbah bagi hasil. 

6) Jangka waktu investasi. 

7) Tingkat indikasi imbalan. 

8) Tanggal pembayaran nominal dan imbalan. 

                                                
18 Ibid. 



 

 

9) Tempat pembayaran. 

10) Nama bank penanam dana. 

11) Nama bank penerbit dan tanda tangan pejabat 

yang berwenang. 

b. Berjangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) 

hari. 

c. Diterbitkan oleh kantor Pusat Bank Syariah atau 

UUS.19 

 

4. Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank 

Syariah 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank 

termasuk Bank Syariah menghadapi risiko likuiditas 

berupa kesulitan pendanaan jangka pendek yang 

dialami Bank Syariah disebabkan oleh adanya 

ketidaksesuaian antara arus dana masuk dibandingkan 

dengan arus dana keluar (mismatch). Kesulitan 

pendanaan jangka pendek tersebut dapat 

mengakibatkan terjadinya saldo giro Bank Syariah pada 

Bank Indonesia menjadi negatif. Untuk menutup 

kesulitan pendanaan yang bersifat jangka pendek, pada 

dasarnya Bank Syariah pertama-tama harus 

mengupayakan dana di pasar uang antarbank 

berdasarkan prinsip syariah, dengan menggunakan 

                                                
19 Op.,Cit, Muhammad, hal 337 



 

 

berbagai instrumen pasar uang yang tersedia di pasar 

uang tersebut. Unit Usaha Syariah dari bank umum 

konvensional, dalam menutup kesulitan pendanaan 

yang bersifat jangka pendek selain mengupayakan dana 

di pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, 

harus mengupayakan pula dana dari kantor pusat bank 

umum konvensionalnya. Dalam hal Bank Syariah gagal 

memperoleh dana di pasar uang tersebut dan Unit 

Usaha Syariah tidak berhasil mendapatkan dana dari 

kantor pusat bank umum konvensionalnya, maka 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia sebagai the 

leader of last resort dapat memberikan pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah kepada Bank Syariah untuk 

mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek 

tersebut.20 

Tujuan dari fasilitas pembiayaan ini diberikan 

agar kelangsungan kegiatan usaha Bank Syariah dan 

kelancaran sistem pembayaran dapat terpelihara. 

Fasilitas pembiayaan tersebut di atas, yang diberikan 

dalam bentuk Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek 

Bagi Bank Syariah, wajib dijamin dengan agunan 

                                                
20 Op.,Cit, Zainul Arifin, hal 171 



 

 

berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, dan / surat 

berharga, dan / tagihan lain yang berkualitas tinggi dan 

mudah dicairkan yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah. Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek 

Bagi Bank Syariah hanya diberikan kepada Bank 

Syariah yang mengalami kesulitan pendanaan jangka 

pendek namun memenuhi persyaratan tingkat kesehatan 

dan permodalan (illiquid but solvent).21 

2.1.2.3. Teori Manajemen Likuiditas 

Teori manajemen likuiditas pada dasarnya adalah 

teori yang berkaitan dengan bagaimana mengelola dana dan 

sumber-sumber dana bank agar memelihara posisi likuiditas 

dan memenuhi segala kebutuhan likuiditas dalam kegiatan 

operasional bank sehari-hari. Sebagaimana Allah 

Menjelaskan dalam Al-Qur’an Surat Ash – Shaff ayat 4 

bahwa Allah sangat menyukai segala sesuatu yang terkelola 

atau termenej dengan baik. 

B635 ���� .��
�C ���֠���� 
�7����D	"5�� E3F G�)3�H3+ִI �ִJKL 
M��O��⌧Q ⌦;	�S�/ UV�L>9B�  

Artimya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang 
berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-
akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. 

                                                
21 Ibid. 



 

 

Beberapa teori manajemen likuiditas yang dikenal 

dalam perbankan akan dibahas di bawah ini:22 

1. Commercial - Loan Theory 

Teori ini juga dikenal dengan istilah productive 

theory of credit, atau sering pula disebut real bills 

doctrine, yang diperkenalkan sejak abad 18. Teori ini 

cukup dominan sampai tahun 1920-an. Pada prinsipnya 

teori ini menitik beratkan sisi aktiva dari neraca bank 

dalam memenuhi kebutuhan likuiditas bank. 

Likuiditas bank menurut teori ini akan dapat 

terjamin apabila aktiva produktif bank yang terdiri dari 

kredit jangka pendek dicairkan dalam kegiatan usaha 

yang berjalan secara normal. Dan apabila bank yang 

bersangkutan akan memberikan kredit yang lebih 

panjang, hendaknya sumber dana diambil dari modal 

bank dan sumber dana jangka panjang. 

Secara khusus teori ini menyatakan bahwa bank 

harus hanya memberikan kredit jangka pendek atau 

self–liquidating loans, seperti kredit yang digunakan 

untuk modal kerja usaha untuk memproses suatu 

produksi secara musiman atau bersifat sementara, 

                                                
22 Ibid, hal 340 



 

 

misalnya pertanian. Sebelum tahun 1920-an, bank-bank 

menitikberatkan portofolio kreditnya sebagai sumber 

tambahan likuiditas karena saat itu tidak banyak 

alternatif lain sebagai sumber-sumber likuiditas. Surat-

surat berharga jangka pendek yang dapat dijual kembali 

bila bank membutuhkan likuiditas jumlahnya belum 

memadai untuk dapat dijadikan sebagai cadangan 

likuiditas. 

Kelemahan commercial loan theory ini sebagai 

sumber likuiditas bank adalah: 

a. Banyak kredit bukan jangka pendek dan tidak self 

– liquidating; 

b. Dalam situasi ekonomi yang sedang lesu, kredit 

modal kerja, yang pelunasannya berasal dari arus 

kas nasabah debitur, akan menjadi tidak lancar; 

c. Kredit jangka pendek dapat menjadi jangka 

panjang melalui perpanjangan waktu secara terus 

menerus; 

d. Dalam perekonomian yang semakin maju, kredit 

jangka menengah / panjang akan menjadi semakin 

penting dan dibutuhkan; 

e. Teori ini mengabaikan kenyataan bahwa dalam 

keadaan normal atau stabil, sumber-sumber dana 



 

 

bank, misalnya: giro, deposito, tabungan, dan 

sebagainya, memungkinkan untuk disalurkan 

sebagai kredit yang jangka waktunya lebih 

panjang; 

f. Secara implisit teori ini menganggap bahwa 

likuiditas dapat terpenuhi dengan hanya 

mengandalkan sumber dari pelunasan dan atau 

pembayaran kredit oleh nasabah. Padahal 

penarikan simpanan dan pencairan kredit dapat 

melebihi likuiditas yang hanya bersumber dari 

pelunasan kredit. 

2. Doctrine of Assets Shiftability 

Pada tahun 1920-an, bank mengembangkan 

teori likuiditas sebagai reaksi dari banyaknya 

kelemahan pada teori commercial loan, yaitu doctrine 

of asset shiftability. Menurut teori ini, bank dapat 

segera memenuhi kebutuhan likuiditasnya dengan 

memberikan shiftable loan atau call loan, yaitu 

pinjaman yang harus dibayar dengan pemberitahuan 

satu atau beberapa hari sebelumnya dengan jaminan 

surat-surat berharga. 

 



 

 

Oleh karena itu, apabila membutuhkan 

likuiditas pada suatu waktu, maka kebutuhan tersebut 

dapat terpenuhi dengan melakukan penagihan kepada 

peminjam atau debitur. Peminjam kemudian dapat 

melunasi pinjaman tersebut baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan cara nengalihkan 

(shifting) pinjamannya tersebut kepada bank lain. 

Apabila karena satu dan lain alasan pinjaman tersebut 

tidak dapat dibayar kembali, maka bank dapat menjual 

barang jaminan berupa surat-surat berharga untuk 

pelunasannya. Doktrin akan dapat berfungsi apabila 

pasar keuangan sudah berkembang dan cukup aktif 

(likuid), dengan pengertian bahwa berapapun jumlah 

permintaan dan penawaran dapat diserap oleh pasar. 

Kelemahan teori ini adalah apabila dalam waktu 

yang bersamaan bank – bank membutuhkan likuiditas 

dan menjual jaminan  surat – surat berharga tesebut 

untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Dalam 

situasi seperti ini, bukan saja akan menyebabkan kredit 

tersebut tidak dapat dialihkan, tapi juga akan 

menyebabkan turunnya harga surat berharga karena 

bank-bank menjual jaminannya (surat berharga) dalam 

waktu yang bersamaan. 



 

 

3. Theory of Shiftability to the Market 

Teori ini diperkenalkan akibat pesatnya 

penerbitan surat-surat berharga, terutama oleh 

pemerintah federal Amerika Serikat, misalnya, treasury 

bills pada periode depresi dan perang dunia kedua, dan 

beberapa perusahaan besar lainnya yang selanjutnya 

menciptakan suatu pasar sekuritas yang terorganisasi 

dan berkembang secara baik. Teori ini berasumsi 

bahwa likuiditas suatu bank akan dapat terjamin apabila 

bank memiliki portofolio surat-surat berharga yang 

dapat segera dialihkan untuk memperoleh uang kas atau 

likuiditas. 

Sebelum tahun 1920-an, bank menganggap 

portofolio kreditnya dapat digunakan sebagai sumber 

likuiditas karena saat itu sekuritas dapat dikatakan 

belum dikenal. Namun setelah dikeluarkannya treasury 

bills sebagai intrumen operasi pasar terbuka pada tahun 

1940-an, mulai saat itu terjadi peralihan dari loan 

portofolio ke surat-surat berharga pasar uang sebagai 

sumber likuiditas bank. 

Kelemahan teori ini, sama dengan kelemahan 

teori sebelumnya terlihat ketika pada saat yang sama 



 

 

sistem perbankan sedang membutuhkan likuiditas dan 

secara serentak menggunakan cara yang sama, yaitu 

menjual sekuritasnya untuk memenuhi kebutuhan 

likuiditasnya sehingga bank-bank dalam waktu yang 

bersamaan menjadi penjual. Dalam situasi seperti ini, 

bank sentral biasanya akan melakukan suatu tindakan 

dengan membeli surat-surat berharga dari semua bank 

pada saat perbankan ingin meningkatkan likuiditasnya. 

Di negara-negara yang pasar uangnya sudah cukup 

berkembang dan kegiatan operasi pasar terbuka pasar 

sentral sudah berjalan baik, teori ini umumnya cukup 

efektif digunakan untuk mengatasi kesulitan likuiditas. 

4. The Anticipated Income Theory 

Pada dekade 1930-an dan 1940-an bank-bank 

mengembangkan teori baru yang disebut dengan 

anticipated income theory. Teori ini menyatakan bahwa 

bank-bank seharusnya dapat memberikan kredit jangka 

panjang di mana pelunasannya, yaitu cicilan pokok 

pinjaman ditambah bunga, dapat diharapkan dan 

dijadwalkan pembayarannya pada waktu yang akan 

datang sesuai dengan jangka waktu yang telah 

ditetapkan. Jadwal pembayaran kembali nasabah 

berupa angsuran pokok dan bunga akan memberikan 



 

 

cash flow secara teratur yang dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan likuiditas bank. 

Timbulnya teori ini diawali oleh rendahnya 

permohonan kredit kepada bank yang mengakibatkan 

terjadinya kelebihan likuiditas dan rendahnya 

keuntungan yang diperoleh bank. Khususnya pada saat 

terjadi depresi ekonomi. Dengan diperkenalkannya 

anticipated income theory, bank-bank terdorong untuk 

menjadi lebih agresif dengan berani memberikan kredit 

yang berjangka panjang, misalnya: kredit real estate, 

kredit investasi, dan kredit konsumsi. 

Kelemahan anticipated income theory yaitu, 

teori ini menganggap semua kredit dapat ditagih sesuai 

waktu yang dijadwalkan tanpa memperhatikan 

kemungkinan terjadinya kegagalan pengembalian kredit 

oleh debitur akibat faktor ekstern dan atau intern. 

Faktor-faktor ekstern terjadi di luar kendali nasabah, 

misalnya terjadinya resesi ekonomi yang 

berkepanjangan dan kebijakan pemerintah yang kurang 

mendukung. Faktor intern antara lain terjadinya 

mismanagement atau karena kurangnya tenaga yang 

berpengalaman dan terampil dalam perusahaan. Teori 

likuiditas ini sulit diharapkan sebagai sumber likuiditas 



 

 

musiman dan memenuhi kebutuhan permintaan kredit 

yang segera harus dipenuhi. 

2.1.2.4. Jenis – Jenis Likuiditas 

Ditinjau dari sumber dana dan penggunaannya, 

likuiditas dibagi menjadi: 

1. Deposit Liquidity 

Yaitu likuiditas dalam menghadapi penarikan 

titipan. Ini sangat sensitive terhadap tingkat 

kepercayaan masyarakat. Jika seorang nasabah / 

penyimpan dana akan mengambil kembali uangnya dan 

bank tidak mampu memenuhi atau membayarnya, maka 

dapat menimbulkan kekecewaan dan keresahan para 

nasabah, yang pada akhirnya akan mengurangi 

kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini lebih ditujukan 

kepada bagaimana bank mengusahakan agar mampu 

memenuhi atau melayani nasabah sewaktu menarik 

simpanannya. 

2. Portfolio Liquidity 

Yaitu likuiditas dalam kaitannya dengan 

proyeksi pemberian pinjaman. Walaupun kurang peka 

terhadap tingkatan kepercayaan masyarakat. Apabila 

bank tidak memiliki alat likuiditas yang cukup untuk 



 

 

memberikan pinjaman, berarti kemungkinan 

memperoleh laba kurang.23 

Ditinjau dari kebutuhan likuiditas menurut jangka 

waktunya, likuiditas dibagi menjadi: 

1. Kebutuhan likuiditas harian (money position 

management). Memberikan perhatian kepada 

bagaimana mengatur kebutuhan likuiditas dari hari ke 

hari. 

2. Kebutuhan likuiditas jangka pendek (short term 

liquidity atau seasonal liquidity management). 

Memberikan faktor – faktor yang bersifat musiman 

seperti pengaruh hari Natal, hari Raya Idul Fitri, Tahun 

Baru, masa liburan, masa tanam usaha. 

3. Kebutuhan likuiditas jangka panjang (long term 

liquidity management). Kebutuhan likuiditas yang 

dikaitkan dengan faktor – faktor yang mempunyai 

pengaruh terhadap waktu – waktu mendatang, misalnya 

pengaruh terhadap kebijaksanaan pemerintah, 

pertumbuhan ekonomi atau tingkat perputaran dunia 

usaha (business cycle). 

                                                
23 Frianto Pandia, Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, 

hal 116 



 

 

Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas harian ini 

dapat digunakan primary reserve, sedangkan untuk 

likuiditas jangka pendek dan jangka panjang adalah aktiva 

yang diperoleh dalam bentuk secondary reserve. Secondary 

reserve diandalkan karena aktiva ini merupakan cadangan 

yang dimiliki oleh bank dalam bentuk hampir tunai (near 

cash) yang dapat diciptakan kembali (recreated) dengan 

mudah menjadi primary reseves.24 

2.1.3. Sikap Nasabah 

1.1.3.1 Pengertian Sikap 

Menurut Allport, sikap adalah suatu predisposisi 

yang dipelajari untuk merespon terhadap suatu obyek dalam 

bentuk rasa suka atau tidak suka.25 Pengertian lain 

mengenai sikap dikemukakan oleh Schiffman dan Kanuk 

yang menyatakan bahwa sikap merupakan ekspresi 

perasaan yang berasal dari dalam diri individu yang 

mencerminkan apakah seseorang senang atau tidak senang, 

suka atau tidak suka dan setuju atau tidak setuju terhadap 

suatu obyek. Jika definisi ini dikaitkan dengan definisi yang 

dinyatakan Allport terlihat adanya beberapa kesamaan. 

                                                
24 Ibid, 116 
25 Tatik Suryani, Perilaku Konsumen: Implikasi Pada Strategi Pemasaran, Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2008, hal 161 



 

 

Kesamaan tersebut terutama pada nilai sikap dan adanya 

obyek sikap.26 

1.1.3.2 Hubungan Antara Kepercayaan dan Sikap 

Hubungan antara kepercayaan dan sikap oleh 

beberapa teori antara lain:27 

1. Teori keseimbangan Heider (Heider’s balance theory) 

Dalam teori ini, manusia dianggap selalu 

menjaga keseimbangan antara kepercayaan yang ada 

pada dirinya dan evaluasi. Artinya orang akan mencari 

keseimbangan jika misalnya informasi baru yang 

diterimanya tidak sesuai dengan kepercayaan yang 

selama ini diyakininya. 

Dalam teori ini ada tiga elemen yang harus ada 

agar proses keseimbangan bisa tercapai. Tiga elemen 

tersebut yaitu: 

a. Orang yang merasakan. 

b. Sikap terhadap suatu objek. 

c. Objek lain yang berhubungan dengan objek 

pertama. 

                                                
26 Ibid, hal 162 
27 Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, 

dan Keinginan Konsumen, Jakarta: Kencana, 2010, hal 144 



 

 

2. Teori ekspektansi dari Rosenberg (Rosenberg’s 

expectancy theory) 

Secara umum teori pengharapan nilai 

menyatakan bahwa perilaku pada umumnya lebih 

dipengaruhi oleh pengharapan untuk mencapai sesuatu 

hasil yang diinginkan daripada oleh dorongan dari 

dalam diri. Konsumen memilih produk merek tertentu 

dibanding merek lainnya karena dia mengharapkan 

akibat positif atas pilihannya tersebut. 

Dalam teori Rosenberg, pengharapan nilai 

didasarkan pada keseimbangan antara kepercayaan dan 

evaluasi. Menurut Rosenberg ketika evaluasi dan 

kepercayaan tidak seimbang, seperti terjadinya 

inkonsistensi afektif – kognitif, ketidakkonsistenan itu 

akan dikurangi atau dihilangkan melalui penataan 

kembali (reorganisasi) sikap secara keseluruhan. 

Reorganisasi terjadi ketika perubahan dalam 

kepercayaan menimbulkan perubahan kepercayaan 

terhadap merk. 

 

 



 

 

3. Model multiatribut dari Fishbein (Fishbein’s 

multiatribute theory) 

Teori Fishbein lebih dapat diaplikasikan 

dibandingkan dengan teori Rosenberg, karena Fishbein 

menjelaskan pembentukan sikap sebagai tanggapan 

atas-atas atribut. Adapun Rosenberg menjelaskan 

pembentukan sikap sebagai tanggapan atas nilai. 

Atribut bersifat lebih operasional, sedangkan nilai lebih 

bersifat abstrak dan susah diderivasi kedalam bentuk 

yang lebih konkret. 

1.1.3.3 Fungsi Sikap 

Menurut Kazt terdapat empat macam fungsi sikap, 

yaitu:28 

1. Fungsi utilitarian 

Sikap merupakan fungsi penilaian konsumen 

tentang apakah obyek sikap (misalnya produk) 

memberikan manfaat atau kegunaan bagi dirinya. 

Fungsi ini mengacu pada pendapat bahwa individu 

mengekspresikan perasaannya untuk memaksimalkan 

penghargaan dan meminimalkan hukuman dari orang 

lain. Konsumen dapat mengembangkan sikap 

                                                
28 Op.,Cit, Tatik Suryani, hal 172 



 

 

positifnya apabila obyek tersebut dipandang 

memberikan manfaat atau mendatangkan keuntungan 

bagi dirinya. 

2. Fungsi ekspresi nilai 

Sikap dapat terbentuk sebagai fungsi dari 

keinginan individu untuk mengekspresikan nilai-nilai 

individu kepada orang lain. Ekspresi sikap digunakan 

oleh individu untuk menunjukkan konsep dirinya. 

Hampir sebagian besar konsumen dalam perilaku 

pembelian, terutama ketika memilih suatu produk atau 

merk tidak terlepas dari keinginannya untuk 

menunjukkan nilai-nilai yang dianutnya dan dijunjung 

tinggi kepada konsumen lain atau masyarakat. Contoh 

seorang anak muda rela mengeluarkan uang Rp. 

450.000,- untuk membeli sepatu sport merk Reebook. 

3. Fungsi mempertahankan ego 

Sikap konsumen sering kali merupakan sarana 

bagi konsumen untuk melindungi atau 

mempertahankan egonya. Sikap digunakan sebagai 

sarana untuk melindungi diri dari kebenaran mendasar 

tentang dirinya atau sesuatu yang akan mengancam. 

Seorang remaja yang merasa kurang maco mungkin 



 

 

akan bersikap positif terhadap rokok agar tidak 

mendapat penghinaan dari teman-temannya. 

4. Fungsi pengetahuan 

Sikap konsumen merupakan fungsi dari 

pengetahuan dan pengalaman konsumen mengenai 

obyek sikapnya. Sikap juga digunakan individu sebagai 

dasar untuk memahami. Melalui sikap yang 

ditunjukkan akan dapat diketahui bahwa dirinya 

memiliki pengetahuan yang cukup, yang banyak atau 

tidak tahu sama sekali mengenai obyek sikap. 

1.1.3.4 Komponen Sikap 

Sikap memiliki beberapa komponen yaitu:29 

1. Komponen kognitif 

Dalam komponen kognitif terdiri dari keyakinan 

dan pengetahuan konsumen tentang produk. Keyakinan 

dan pengetahuan tentang produk ini berbeda antara satu 

konsumen dengan konsumen yang lain. 

 

 

                                                
29 Erna Ferrinadewi, Merek & Psikologi Konsumen, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, hal 

96 



 

 

2. Komponen afektif 

Merupakan perasaan atau emosi kita terhadap 

obyek tertentu. Biasanya diungkapkan dalam bentuk 

rasa suka atau tidak suka. Umumnya keyakinan 

konsumen akan suatu produk melekat erat dengan 

perasaannya. 

3. Komponen konatif 

Merupakan keyakinan dan rasa suka pada suatu 

produk akan mendorong konsumen melakukan 

tindakan sebagai wujud dari keyakinan dan 

perasaannya. 

Seorang ibu rumah tangga bisa saja berbelanja 

bahan makanan kalengan di supermarket sementara 

untuk bahan daging dan sayuran ia akan berbelanja di 

pasar tradisional. Perilaku ini bisa jadi disebabkan 

karena ia berkeyakinan bahwa harga sayuran dan 

daging akan lebih murah di pasar tradisional sementara 

produk makanan kalengan yang pasti terjamin 

kualitasnya tidak akan tersedia di pasar tradisional. 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menyajikan beberapa 

penelitian terdahulu: 



 

 

Penelitian Nur Fadlillah (2009) tentang “Analisis Pengaruh Likuiditas, 

Struktur Modal, Dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Pada 

Bank Syari’ah Mandiri”. Hasil pengujian secara simultan variabel terikat 

dan bebas dapat diketahui bahwa ada pengaruh positif antara Likuiditas 

(LDR), Struktur Modal (CAR), dan Efisiensi Operasional (BOPO) secara 

bersama-sama terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Mandiri 

dengan ditunjukkan dari hasil perolehan F hitung sebesar 268,210 dengan 

nilai probabilitas sebesar 0,000, karena nilai probabilitas lebih kecil dari 

0,05.30 

Sri Mulyani (2009) tentang “Implementasi Manajemen Risiko 

Pembiayaan Dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi Pada PT 

Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)”. Implementasi manajemen risiko 

pembiayaan yang diterapkan di BSM Cabang Malang dinilai dapat secara 

efektif menjaga tingkat likuiditas PT BSM dalam kategori aman. Hal 

tersebut diindikasikan, dari prosentase Cash Ratio pada tahun 2006 dan 

2007 masing-masing sebesar 99,14% dan 134,01%. Persentase Reserve 

Requirement pada tahun 2006 dan 2007 masing-masing sebesar 15,08% dan 

12,44%. Persentase FAR pada tahun 2006 dan 2007 masing-masing sebesar 

77,6% dan 80,14%. Meskipun ditengah tingkat pembiayaan yang cukup 

tinggi dengan FDR tahun 2006 dan 2007 masing-masing sebesar 90,21% 

dan 92,96%, namun NPF BSM Cabang Malang pada tahun 2008 dapat 

                                                
30 Nur Fadlillah, Analisis Pengaruh Likuiditas, Struktur Modal, Dan Efisiensi 

Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri, Semarang, Skripsi 
Dipublikasikan Pada Digital Library Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo 
Semarang, 2009 



 

 

ditekan sebesar 0,04% dan NPF Netto BSM pada tahun 2006 dan 2007 

masing-masing sebesar 4,64% dan 3,39%.31 

Yati Rohayati (2006) tentang “Pengaruh Jumlah Nasabah Terhadap 

Tingkat Likuiditas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya”. 

Menemukan rasio penyediaan dana tunai (kas) terhadap dana masyarakat 

sebesar 3,22% menunjukkan bahwa likuiditas PT. BSM Cabang 

Tasikmalaya cukup untuk memenuhi kewajibannya terhadap DPK. Rasio 

penyediaan dana tunai setelah ada penambahan giro pada BI dan kewajiban 

lainnya mengalami peningkatan yaitu menjadi 8,26%. Hal ini menunjukkan 

bahwa likuiditas PT. BSM Cabang Tasikmalaya cukup tinggi.32 

Dani Panca Setiasih (2011) tentang “Analisis Persepsi, Preferensi, 

Sikap, Dan Perilaku Dosen Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada 

Dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang)”. Pengujian yang 

dilakukan terhadap hipotesis 3, sikap berpengaruh terhadap perilaku dosen 

Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang terhadap Perbankan Syariah. 

Dapat dilihat pada pengujian t hitung yang dihasilkan dalam uji regresi 

sederhana nilai thitung > ttabel (7,173 > 1,692) sehingga dapat disimpulkan 

                                                
31 Sri Mulyani, Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Menjaga 

Likuiditas Bank Syariah (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang), Malang, Skripsi 
Jurusan Manajemen Fakulktas Ekonomi UIN Malang, 2009 

32 Yati Rohayati, Pengaruh Jumlah Nasabah Terhadap Tingkat Likuiditas Pada Bank 
Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya, Surakarta, Skripsi Program Studi Keuangan Dan 
Perbankan Syari’ah Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta, 2006 



 

 

bahwa hipotesis ini diterima pada tingkat signifikan yang membuktikan pula 

jika hipotesis 3 ini diterima.33 

Ahmad Syathiri (2009) tentang “Assets – Liabilities Management 

Tingkat Profitabilitas dan Likuiditas Bank Syariah dan Bank 

Konvensional”. Perbandingan variabel profitabilitas yang meliputi ROE dan 

ROA menunjukkan bahwa memang terdapat perbedaan yang signifikan. 

Bank Mandiri mempunyai ROE dan ROA yang lebih tinggi dibanding Bank 

Muamalat Indonesia. Namun untuk perhitungan variabel likuiditas (LDR 

dan LAR) Bank Muamalat Indonesia mampu mencapai nilai yang lebih 

tinggi dibanding Bank Mandiri.34 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, 

belum ada yang membahas tentang pengaruh implementasi manajemen 

likuiditas terhadap sikap nasabah yang akan memberikan bahan masukan 

bagi kinerja Bank BTN Kantor Cabang Syariah Semarang dalam rangka 

mempertahankan posisi likuiditas yang baik. 

 

                                                
33 Dani Panca Setiasih, Analisis Persepsi, Preferensi, Sikap, Dan Perilaku Dosen 

Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo 
Semarang), Semarang, Skripsi Dipublikasikan Pada Digital Library Jurusan Ekonomi Islam 
Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2011 

34 Ahmad Syathiri, Assets-Liabilities Management Tingkat Profitabilitas Dan Likuiditas 
Bank Syariah Dan Bank Konvensional, Jurnal EKBISI (Ekonomi Dan Bisnis Islam) Vol. 4 No. 1, 
Desember 2009 



 

 

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah dibahas 

diatas, selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai pengaruh 

implementasi manajemen likuiditas  terhadap sikap nasabah Bank BTN 

Kantor Cabang Syariah Semarang. 

Gambar  2.3.1 Kerangka Pemikiran 

 

2.4. Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis dan hasil penemuan 

beberapa penelitian, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Ho: implementasi manajemen likuiditas  tidak berpengaruh terhadap sikap 

nasabah Bank BTN Kantor Cabang Syariah Semarang. 

Ha: implementasi manajemen likuiditas  berpengaruh terhadap sikap 

nasabah Bank BTN Kantor Cabang Syariah Semarang. 


